SOSIALISASI
PERUBAHAN PERGUB JATIM NO. 45 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERGUB JATIM NO. 65 TAHUN 2020 TENT.
PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAE
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021




SURABAYA, 20 SEPTEMBER 2021

Oleb: Bidang Aset
Badan Pengelola Kenangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur



DASAR HUKUM (1)

» PP No. 27 Th. 2014 ttg Pengelolaan BMN/BMD dan
PP No. 28 Th. 2020 ttg Perubahannya

» Permendagri No. 19 Th. 2016 ttg Pedoman Pengelolaan
BMD

» Perda No. 10 Th. 2017 ttg Pengelolaan BMD

» Pergub No. 42 Th. 2011 ttg Tata Cara Pelaksanaan
Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Pemprovw.
Jatim



DASAR HUKUM (2)

» Pergub No. 43 Th. 2011 ttg Perubahan Atas Pergub No.
89 Th. 2010 ttg Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan,
Penyimpanan Dan Penyaluran Barang Milik Pemprov.
Jatim

» Pergub No. 38 Th. 2012 ttg Tata Cara Penggunaan

Kendaraan Dinas Pemda Prov. Jatim

» Pergub No. 51 Th. 2012 ttg Tata Cara Penggunaan |
Bangunan Rumah Milik Pemda Prov. Jatim

» Pergub No. 94 Th. 2013 ttg Kebijakan Penyusutan Aset
Tetap Pemda Prov. Jatim dan Pergub No. 64 Th. 2015 ttg
Perubahannya



DASAR HUKUM (3)

» Pergub No. 26 Th. 2016 ttg Pedoman Amortisasi Aset
Tak Berwujud Milik Pemda Prov. Jatim dan Pergub
No. 32 Th. 2016 ttg Perubahannya

» Pergub No. 107 Th. 2018 ttg Tata Cara Pelaksanaan

Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan
BMD Pemprov. Jatim

» Pergub No. 108 Th. 2018 ttg Peraturan Pelaksanaan
Perda No. 10 Th. 2017 ttg Pengelolaan BMD dan
Pergub No. 54 Th. 2019 ttg Perubahannya




DASAR HUKUM (4)

» Kepgub Jatim tentang Penunjukan dan Pengangkatan
Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa
Pengguna Barang, dan Pengurus Barang Pengelola pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur

» Kepgub Jatim tentang Penunjukan dan Pengangkatan
Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengelola Barang
Inventaris pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur




LATAR BELAKANG (1)

» Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI Perwakilan Prov. Ja
Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upa
Pengamanan BMD TA. 2020 pada Pemprov. Jati
No. 71.C/LHP/XVIII.SBY/05/2021 Tgl. 25 Mei 2021_1.o; ro

Audit Report/LEAR) :

1. Regulasi dan kebijakan pengamanan BMD yang ada belum selaras
dengan ketentuan terkait lainnya ;

2. Penunjukan Pejabat Pengelola BMD belum dilakukan sesuai dengan
ketentuan dan kebutuhan ; |

3. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pejabat terkai
melalui pemantauan dan penertiban belum dilakukan secara optin




LATAR BELAKANG (2)

» Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI Perwakilan Prov. J3
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuang
Pemprov. Jatim TA. 2020 No. 71.B/LHP/XVIII.SBY/05/2(
Tgl. 25 Mei 2021 _qxrp):

X/

< Penghitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap belum memadai

» Tindak Lanjut Rekomendasi Itprov. Jatim atas Laporan Hasil
Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD pada BPKAD Prov. Jatim
No. 045.2/1403.6/060/2021 Tgl. 30 Juni 2021

1. Dalam Pengelolaan BMD menyusun Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan
Kebutuhan Pemeliharaan ;

2. Aset Tetap dan Persediaan Hasil Pengadaan dengan Sumber Dana BTT bg
tercatat di Simbada




Perda No. 10 Th. 2017
selaras dengan Permendagri
No. 19 Th. 2016 Namun
Pergub No. 63 Th. 2019

belum selaras dengan Perda
No. 10 Tahun 2016

REGULASI DAN KEBIJAKAN PENGAMANAN
BMD YANG ADA BELUM SELARAS DENGAN
KETENTUAN TERKAIT LAINNYA ;1E4r

Perubahan  Pergub
Jatim No. 45 Th. 2021
pada Bab XI Huruf
G poin 1sd. 7 |



PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BMD BELUM
DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN

KEBUTUHAN (1)_Le4r
Perbandingan Permendagri dan SK Gubernur atas pejabat pengelola BMD

Kepala SKPD yang mempunyai

1 Pejabat Penatausahaan Barang Fungsi Pengelolaan BMD (Ka N/A N/A
BPKAD)
Pejabat yang membidangi Fungsi
2 Pengurus Barang Pengelola Pengelolaan BMD pada Pejabat N/A N/A
Penatausahaan Barang
3 Pengguna Barang Ka. SKPD N/A N/A

Pejabat yang membidangi Fungsi

Pejabat Penatausahaan Pengguna Pengelolaan BMD pada Pengguna ~ Pejabat Penatausahaan Barang Kasubbag TU

Barang

Barang
5  Pengurus Barang Pengguna Staf ; IEZEiuuiEZ E:ﬁﬁi ?j:;egf:jg Staf
6  Kuasa Pengguna Barang Ka. UPT N/A N/A
7 Pengurus Barang Pembantu Staf Pengurus Barang UPT Staf
1. Pembantu Pengurus Barang
8  Tidak melalui SK Gub Tidak melalui SK Gub Aset Tetap

2. Pembantu Pengurus Barang
Persediaan




Penetapan Kepgub tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengelola Barang Inventaris pada Perang
Daerah di Lingkungan Pemprov. Jatim TA. 2021, berdampak pada :

» Perubahan Nomenklatur ;

1. Pembantu Pengelola BMD menjadi Pejabat Penatausahaan Barang ;
2. Pengguna BMD menjadi Pengguna Barang ;

3. Kuasa Pengguna BMD menjadi Kuasa Pengguna Barang ;

4

. Pejabat Penatausahaan Barang (yang dijabat Eseloan IV) menjadi Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang;

o

Pengurus Barang UPTD menjadi Pengurus Barang Pembantu;

6. Perangkat Daerah menjadi Pengguna Barang

» Penyempurnaan Wewenang dan Tanggung jawab Pengelola
Barang.



Penggunaan nomenklatur Pejabat
Penatausahaan Barang dalam Kepgub
yang dijabat oleh Kasubbag TU kurang tepat
karena sesuai Permendagri seharusnya
dijabat oleh Kepala SKPD yang mempunyai
fungsi pengelolaan BMD dhi Kepala
BPKAD. Kasubbag TU sesuai Permendagti
adalah  selaku Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BMD
BELUM DILAKUKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN DAN KEBUTUHAN (2)_rx

Perubahan Pergub
Jatim No. 45 Th. 2021
pada Bab XI Huruf A
poin 1.q



PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BMD
BELUM DILAKUKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN DAN KEBUTUHAN (3)_1.E4r

Pembantu Pengurus Barang (Aset
Tetap/Persediaan) sesuai Permendagri
ditetapkan oleh Pengguna Barang dhi
Kepala SKPD, namun ditetapkan
melalui Keputuan Gubernur

Pergub Nomor 63 Tahun 2019 Bab XI
mengatur bahwa Pegawai yang ditunjuk
sebagai Pengurus Barang Aset/Pengurus
Barang UPTD adalah Pegawai Negeri
Sipil dengan pangkat/golongan serendah-
rendahnya Pengatur Muda (11/a)

3
;

Perubahan Pergub Jatim
No. 45 Th. 2021 pada
Bab XI Huruf A poin 1.h

Perubahan Pergub Jatim
No. 45 Th. 2021 pada
Bab XI Huruf A poin 4.a



PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG
DILAKUKAN OLEH PEJABAT TERKAIT ME
PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN BELUM
DILAKUKAN SECARA OPTIMAL (1)_rEr

» Pemantauan dan Penertiban atas Pengamanan Fisik BMD oleh
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang belum dilakukan secara Optimal

» Pemantauan dan Penertiban atas Pengamanan Administrasi BMD oleh
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang belum berjalan Optimal |

» Pemantauan dan Penertiban oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barahg
atas Pengamanan Hukum BMD belum berjalan Optimal |




PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG DILAKU
OLEH PEJABAT TERKAIT MELALUI PEMANTAUAN D
PENERTIBAN BELUM DILAKUKAN SECARA OPTIMAL §

Belum ditetapkannya para Pengguna
Barang dan Kuasa DPengguna Barang
melalui SK Gubernur sehingga komitmen
dari para Pengguna Barang dan Kuasa
Pengguna Barang terhadap tugas dan
kewajibannya kurang optimal

Aturan pelaksanaan atas pengendalian dan
pengawasan dalam bentuk pemantauan
dan penertiban oleh Pengguna Barang dan
Kuasa  Pengguna  Barang  terhadap
penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan Barang
Milik Daerah belum didukung dengan
peraturan pelaksanaanya

Kepgub Jatim No. 188/90
013/2021 Tentang Penunjuka
Pengangkatan Pejabat Penataus?
Barang dan  Pengelola A Bal
Inventaris pada Perangkat Daera
Lingkungan Pemerintah  Provil
Jawa Timur Tahun Anggaran 2021

Perubahan Pergub Jatim No.
45 Th. 2021 pada Bab XI
Huruf K poin 1 dan poin 2



PENGHITUNGAN AKUMULASI
PENYUSUTAN ASET TETAP BELUM

MEMADALI i xrp

Agar ada Penetapan
Prosedur Validasi Hasil
Penghitungan

Penyusutan Sistem
Aplikasi Secara Berkala

Perubahan Pergub Jatim
No. 45 Th. 2021 pada
Bab XI Huruf D poin
2l.asd. d



DALLAM PENGELOLAAN BMD DIAWALI DENG/
MENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN KEBUTUHAN
PEMELIHARA.AN_I{DM!}

.......

Apabila tidak dilakukan
dimungkinkan Pengadaan
Barang tidak Sesuai dengan
Kebutuhan

Perubahan Pergub Jatim
No. 45 Th. 2021 pada
Bab XI Huruf A poin
l.0.2)




ASET TETAP DAN PERSEDIAAN HASIL
PENGADAAN DENGAN SUMBER DANA
BELUM TERCATAT DI SIMBADA 10

Seharusnya Belanja yang
Menimbulkan Aset baik berupa
Persediaan maupun Aset tetap
dengan Sumber Dana BTT agar
dilakukan  Rekonsiliasi dan

dicatat sebagai Aset dalam
Simbada

Perubahan Pergub
Jatim No. 45 Th.
2021 pada Bab XI
Huruf D poin 1.b



TERIMA KASIH




PERATURAN -~
s GUBERNUR annea
BAR XII TIMUR NOMOR 45=-

PENGADAAN BARANG/JASA In“““ 2“2‘ E=




Tahun 2018 -12 Tahun 2021

asal 69 — Penyelenggaraan PBJ dilakukan Secara
Elektronik menggunakan Sistem Informasi yang terdiri
dari SPSE dan Sistem Pendukung

PerLKPP 12 Tahun 2021

@ Pasal 6 ayat (1) — Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia
dilakukan melalui aplikasi SPSE dan Sistem Pendukung




‘ ‘ @® Pokok Pokok Perubahan

erubahan Kedua Atas - Pedoman Kerja dan

elaksanaan Tugas Pemerintah Daerah
rovinsi Jawa Timur Tahun 2021

BAB XII
PENGADA AN BARANG/JASA




PA dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan
kewenangan

Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam




sebhalum perubahan
Pelaku Pengadaan i e
1. PA memiliki tugas dan kewenangan: 1. PA memiliki tugas dan kewenangan:
KE wenan g an pA- huruf @ sampai dengan huruf h hurul a sampal dengan huruf

i, menetapkan PjPHP/PPHP; f1. menetapkan pengenaan

L pasatsayait Sanksi Datar Hitam,

i. dihapus




KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

KPA yang menggunakan belanja dari APBD, dapat
merangkap sebagai PPKom




3) PPKom dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

b)

mm Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa

Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli




I T
Pelaku Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen.

sebelum perubahan
5. Dalam hal tidak ada personel yang dapat 5. KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran
ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat belanja dari AFBD, dapat merangkap sebagai PPK_

merangkap sebagai PPK.

1. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa 1. PA memiliki tugas dan kewenangan:
memiliki tugos: huruf a sampal dengan horuf p

huruf a sampai dengan huruf o b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

3. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa
yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA
menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

4. PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi
persyaratan kompetensi PPK.



‘ ‘ @ Prioritas PPKom dilakukan dengan urutan
sebagai berikut:

a) PA/KPA merangkap sebagai
PPKom

M b) PA menetapkan personel
sebagai PPKom

c) PA/KPA menunjuk PPTK untuk

melaksanakan tugas PPKom




@® 7) PPTKyang melaksanakan tugas PPKom wajib
memenuhi persyaratan kompetensi PPKom.

@ 13) Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenunhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 9),
maka PPKom dapat dirangkap oleh PA/KPA.
(DIHAPUS)

@® 16) PPKom menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA
dan dituangkan dalam berita acara.




ejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

aling lambat 31 Desember 2020. Dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud

masih terdapat kekurangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka Perangkat

Daerah dapat :

@ a)  menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikat kompetensi di
Bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan; dan
b)  Dalam hal setelah dilakukan penugasan sebagaimana dimaksud huruf a)
masih terdapat kekurangan Aparatur Sipil Negara untuk ditugaskan sebagai
Pejabat Pengadaan, maka menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki
Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di Bidang Pengadaan Barang/Jasa sampali
dengan 31 Desember 2023.




@® PjPHP / PPHP dihapus

@® Sebelumnya telah terdapat Surat Sekretaris Daerah
Nomor 027/13542/022.1/2021 tanggal 24 Juni 2021
perihal Penghapusan PjJPHP/PPHP

® Sejak 02 Juni 2021 berikut penghentian pemberian
honorarium




Pelaku Pengadaan

PjPHP/PPHP.

EEERRERT LSRR LU Fenghapusan definisi PiPHP/PPHP

pasald hurutg Penghapusan PjPHP/PPHP dari Pelaku Pengadaan ;

Penghapusan penetapan PJPHP/PPHP aoleh PA/KPA ‘

Penghapusan tugas dan kewenangan PjPHP/PPHP

pasal 82 Penghapusan pengenaan sanksi kepada PjPHP/PPHP

sebelum perubahan
1. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA. 1. PPK menyerahkan barang/jasa
2. PA/KPA meminta PJPHP/PPHP untuk melakukan kepada PA/KPA.
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang 2. Serah terima dituangkan dalam
akan diserahterimakan. berita acara.

3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.



ahli atau tenaga ahli dan /atau tim pendukung

Tim Teknis ditetapkan oleh PA yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah untuk
membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap
sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa tidak lagi harus diketuai
oleh PPTK




Barang/Jasa

pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan Pengadaan

penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan dan

asi, waktu Pemanfaatan Barang/Jasa, dan anggaran Pengadaan

rang/Jasa.

3. Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa :

@ d.  PPKom mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Perencanaan
Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan Perangkat Daerah
yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKA PD).

@ f.  Pada Anggaran belanja APBD, PPKom vang dirangkap oleh KPA dapat
menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun
Perencanaan Pengadaan.

@ g.  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada huruf f. dalam menyusun Perencanaan Pengadaan harus
memenuhi persyaratan kompetensi PPKom.




encanaan Pengadaan yang menggunakan APBD, dapat
n dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan

Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal
tahun, Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

@ 6.  Penyusunan Perencanaan Pengadaan akibat dari perubahan strategi
pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran dilakukan pada Tahun
Anggaran berjalan.

Pada Swakelola Tipe II, lll dan IV dilakukan dengan menandatangani nota
kesepahaman antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dengan pelaksana
Swakelola lainnya (DIHAPUS)

@ Hanya pada swakelola tipe Il pada tahap persiapan
13. Batas waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk
pengadaan tahun berikutnya pada SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal 31
Maret pada tahun anggaran tersebut.




gadaan Barang/Jasa
n Swakelola

lapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan

ran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, reviu

dan penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta reviu dan
penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

d.  Pada Swakelola Tipe Il dilakukan dengan menandatangani nota

kesepahaman antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dengan pelaksana

Swakelola lainnya.

@ e.  Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf d., untuk Swakelola
Tipe Il dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

@ 1) PA/KPA penanggung jawab anggaran menyampaikan permohonan kepada
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain untuk bekerjasama menyediakan
barang/jasa yang dibutuhkan pada tahun anggaran berikutnya di tahun anggaran
berjalan; dan

@ 2)  penandatanganan Nota Kesepahaman pelaksanaan Swakelola.




SWAKELDLA

el
ey
. A "y :

il =

Charencanakan, difak=anakan
dar diawasi oleh KLPD
PENANGGLUNG JAWAR
ANGGARAN

SWAKELOLA

ftl

CHrencamakan dan diawasl
oleh KALFD penanggung
jowab-anggaran dan
dilaksanakan oleh K/L/PD
PELAKSAMA SWAKELOLA

Cdrencanakan dan diawasi aleh
KL/PD penanggungjawats
anggaran dan dilakzanakan oleh

. DRGAMISASI
KEMASYARAKATAN

Birencanakan oleh KAL/PD
penangeungiawab anggaran
dandatau berdasarkan usular
KELOMPOK MASYARAKAT dan

dilakzanakan sorta diowast oleh

KELOMPOK MASYARAKAT



Perencanaan Perenicanaan Swakelola diatur Dalam Peraturan LKPP
Swakelola Mo 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan PBJP

DCiatur oleh Digtur ofeh
Peraturan LKPP No 17 Tahun 2021 Peroturan LKPP No 3 Tahun 2021
Tentang Pedoman Perencanaan PEIF Tentang Pedorman Swokelola

Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Serah
Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Terima



Nota Kesepahaman

Peraturan LKPP No B/2018 Peraturan LKPP No 3/2021
Fada Perencanaan Pengadaan terdapat tahapan Pada Perslapan Swakelola terdapzt tzhapan
penandatanganan Mota Kesepahaman untuk penandatanganan Mota Kesepahaman

Swakelola Tipe I1, Ill, dan IV hanya diberlakukan untuk Swakelola Tipe i




Penetapan Pelaksana Swakelola

Peraturan LKPP No 8/2018 Peraturan LKPP No 3/2021
Penetapan Pelaksana Swakelola dilakukan pada Penetapan Pelaksana Swakelola dilakukan pada
Tahap Perencanaan Pengadaan Tahap Persiapan Swakelola

PENETAPAN
DIPA K/L/PD FPELAKSANA
SWAKELOLA

Mota Kesepahaman B Penandatanganarn
(Untuk Tipe |1} : Kontrak




aan Barang/Jasa
engadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

engadaan Barang/Jasa menggunakan metode Pembelian
aring

ngadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Pembelian melalui Toko

ring terdiri atas :

a) Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) per transaksi, tanpa maksud menghindari Tender/Seleksi; dan/atau

@ b) Tambahan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang belum dapat diselenggarakan sepenuhnya melalui
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan Gubernur.
Rencana Perubahan setelah ditetapkannya Keputusan Deputi Bidang Monev dan
Pengembangan Sistem Informasi LKPP

@ Ditambahkan Metode e purchasing dalam toko daring (Pedum TA 2022)

@ Negosiasi Harga : diatas Rp50.000.000 s.d. Rp200.000.000 (Pedum TA 2022)




dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi
patan pada Penyedia Usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayah Provinsi
n pembelian barang/jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai
erangkat Daerah, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang
esatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;

Pembelian melalui Toko Daring, dicadangkan dan peruntukannya bagi Penyedia Usaha Mikro
Kecil (UMK), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat
dipenuhi oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK);

@ Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui Toko Daring disesuaikan dengan kemampuan
kurasi E-marketplace, sepanjang tidak ditayangkan pada katalog elektronik dengan kriteria :
@ a) Standar atau dapat distandarkan;
@ b) Memiliki sifat risiko rendah; dan
@ C) Harga sudah terbentuk di pasar.




a dimaksud pada angka 4) tidak ditayangkan pada katalog

esifikasi yang sama;
penjual/penyedia yang sama;
wilayah jual sama; dan

syarat dan ketentuan yang sama.

" Tidak dapat ditayangkan dalam c<Katalog. jika:
apeslikast sama, paof elTanyectn sama, wayeh 16l sema, syeret dan salenuen sama

@ 6) Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Toko Daring dapat
dilaksanakan dengan metode:

@ a) Pembelian Langsung;

@ b) Negosiasi Harga;

@ C) Permintaan Penawaran; dan/atau

@ d) Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).



Pelaku dalam Toko Daring

PPMSE \\' -
= :
W e |
Marketplace Pedagang
PPK
Pejabat Pengadaan LKPP —
K/L/PD
Ritel Daring

L &



Metode e-Purchasing Toko Daring

Pembelian Langsung

nilal transaksi = Rps0,.000.000,00*

Negosiasi Harga

nmilal transaksi >Rp50.000.000,00 s/d <

Rp200.000.000,00% ‘
Permintaan Penawaran

nilai transaksi > RpZ00.000.000,00%

P T 3

= ) -.;.;.---_-,-lr‘_; !.::|-|I L h:;‘:hl‘
" Metode Lainnya |

BRI e sl K 1T

sesuai proses bisnis PPMSE®

Kep Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring — 31 Agustus 2021



HEAMAL TOKODARIMNG

Ecla Pengadaan POM non UK Kurasi Lokl Kurazi Lainnya

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang
Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring
di Lingkungan Provinsi Jawa Timur — sedang dalam proses penyesuaian
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Detail Transaksi Tertinggi 30 Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

UPT BLK Pasuruan Disnakertrans Prov. Jatim

UPT BLK JEMBER DINAS TENAGA KERJA PROV JATIM

BPKAD Provinsi Jawa Timur Sekretariat

UPT BLK KEDIRI

UPT BLK WONOJATI

UPT BLK Tulungagung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim
BAKORWIL 3 MALANG

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur Bag Non Pelayanan Dasar
UPT BLK Bojonegoro Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jatim

UPT Balai Latihan Kerja Singosari (Disnakertrans Prov Jatim)

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

UPT BLK Jombang Disnakertras Jatim

RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

DPMD Prov. Jatim Bina Pemdes

BIDANG KEMASYARAKATAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
UPT.PLSEKRAFW_DISBUDPARPROVJATIM

Sekretariat badan pendapatan daerah prov jatim

BIDANG TATA BANGUNAN & JASA KONSTRUKSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas Kehutanan Prov Jatim Sekretariat

Biro PBJ Prov Jatim

Jumlah
Pengadaan

66
155
115
22
23
22
93
123
22
37
83
42
289
87
79
14
65

128

110
283

Nilai Pengadaan
(CEIETOIUTSIEL))

630,428,000
502,392,500
370,645,000
343,010,000
339,720,000
315,210,000
312,030,000
307,072,000
295,620,000
278,480,000
275,740,000
263,600,000
237,983,500
227,616,955
226,202,500
222,315,000
211,032,000

196,348,500

195,362,500
191,240,200

5 ©O



PENGADAAN OLEH DINAS DI PROV JATIM TAHUN 2021 @

Detail Transaksi Tertinggi 30 Perangkat Daerah

Jumlah Nilai Pengadaan

L8 Perangkat Daerah Pengadaan (dalam Rupiah)
21 Dinas Kesehatan - UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati 74 168,581,000
22 sekretariat dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya provinsi jawa timur 84 156,115,000
23 BPKAD Provinsi Jawa Timur Bidang Akuntansi 32 151,219,000
24 BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD PROV. JATIM 12 146,250,000
25 Biro Perekonomian Setda Prov Jatim Bagian Kebijakan dan Sarana Perekonomian 100 140,507,000
26 Sekretariat DPMD Prov. Jatim 66 133,951,750
27 RSU haji Prov. Jatim 153 131,097,500
28 Biro Perekonomian Setda Prov. Jatim Bagian Sumber Daya Alam 86 128,247,000
29 UPT BLK Ponorogo 21 127,497,000
30 Non Medis UPT Sumberglagah Mojokerto Jatim 117 125,703,300

59% atau Total terdapat

Rp 7.3 Miliar 172 Dinas, UPTD, RSUD, dan Sekolah

Transaksi Pemprov Jatim yang sudah bertransaksi di Mbizmarket pada
berasal dari 30 Perangkat Daerah tahun 2021

» OO



DINAS TRANSAKSI RENDAH DI PROV JATIM TAHUN 2021 ¢
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Detail Transaksi Terendah 30 Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Sekretariat Balitbang Prov. Jatim

Medis UPT RS Sumberglagah Mojokerto Jatim

Bidang Transmigrasi Disnakertrans Prov. Jatim

Bappeda Provinsi Jawa Timur - Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN

UPT BLK Surabaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Jatim

Bappeda Provinsi Jawa Timur Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

BAPENDA UPT PPD BLITAR

UPT PJK ABDULRACHMAN SALEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
BIDANG PENEGAK PERDA SATPOL PP PROV JATIM

BPKAD Provinsi Jawa Timur Bidang Perbendaharaan

Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
UPT PPD SURABAYA TIMUR

Satkerp3md Prov. Jatim

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur UPT P3 LLAJ Probolinggo

RSUD, Dr. Saiful Anwar Malang (IPB))

BKD JATIM SEKRETARIAT

bidang pemasaran disbudpar prov jatim

UPT Balai Latihan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja

DINAS PERSPUSATAKAAN DAN KEARSIPAN PROV JATIM BIDANG PPK

Jumlah
Pengadaan

1

N UTN W - 8 W= =2 NN =2 W= s N s

Nilai Pengadaan
(CEIETLIUTIE])]

217,500

350,000

875,000
1,069,200
1,365,000
1,600,000
1,760,000
1,800,000
1,880,000
2,010,000
2,100,000
2,170,000
2,175,000
2,250,000
2,400,000
2,500,000
2,600,000
2,750,000
3,000,000
3,030,000

0 OO



DINAS TRANSAKSI RENDAH DI PROV JATIM TAHUN 2021 @)
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Detail Transaksi Terendah 30 Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Prov Jawa Timur Pasuruan

UPT PPD MALANG KOTA

Dinas Perkebunan Bidang Produksi Tanaman Semusim

Bidang Sosial Budaya Bappeda

Bidang Pemulihan dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
bidang cbs disbudparjatim

Subsidi RSUD dr. SOEDONO

Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Prov Jatim UPT PJJ BWI

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur-Sekretariat

Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Total terdapat

18 Dinas

dengan transaksi kurang dari Rp 3 juta
sejak Januari - 12 September 2021

Jumlah
Pengadaan

7

w AN W b

-
o o

N B

Nilai Pengadaan
(CEIETLIUTIE])]

3,330,000
3,500,000
3,552,500
3,722,727
3,835,000
3,980,000
4,225,000
4,280,000
4,560,000
4,602,000

5 O



TRANSAKSI PROV JATIM PER KATEGORI 1 JAN - 12 SEP

N/MN\A"NA

Jumlah Nilai Transaksi 2021

Kategori Pengadaan (CEIETUUTED))
Makanan dan Minuman 4,636 10,312,862,117
Jasa Sewa 995 1,763,817,356 « Kategori Makanan dan Minuman
ATK 33 95,386,700 berkontribusi paling tinggi terhadap
Jasa Percetakan 1 65,142,850 nilai transaksi dan jumlah
Pakaian & Seragam Dinas 4 48,571,455 pengadaan dari total transaksi
Barang Custom 4 47,980,000 Pemprov Jatim
APD 3 16,300,000
Suplemen & Vitamin 1 7,500,000 * 98% pengadaan Pemprov Jatim di
Grocery 1 320,000 Mbizmarket berasal dari kategori
Peralatan IT 1 275,000 Makanan & Minuman, Jasa Sewa,
Jasa Perawatan 1 80,000 dan ATK
Grand Total 5,690 12,358,235,478

2 OO



emeriksaan Hasil Pekerjaan

(® Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu
oleh tim teknis.

(® Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi dalam Kontrak (bukti pembelian/pembayaran,
kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian dan/atau Surat
Pesanan (E purchasing).




a)  Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan
dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPKom
melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

@ b)  Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan
pelaksanaan pekerjaan kepada PPKom setelah
dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan
Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan

@ c)  PPKom menyerahkan hasil pekerjaan kepada
PA/KPA.

erjaan (untuk pekerjaan swakelola)

Serah Terima Swakelola

Penghapusan PiPHP dan PPHP dalam
serah terima hasil pekerjaan

PA/KPA




ada Serah Terima Hasil Pekerjaan

Inta Verifikator Keuangan untuk melakukan pemeriksaan
ratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang dilakukan serah terima.

Verifikator Keuangan melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan
barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPKom,
dokumen perencanaan pengadaan, Rencana Umum Pengadaan (RUP), dokumen
persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan
perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

@ Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan,
Verifikator Keuangan melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan
Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen
administratif.




Kontrak

(® Khusus untuk pekerjaan Konstruksi, PPKom mengundang pemenang
melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sebelum
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) setelah
berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPKom (DIHAPUS)




1 @ Pengadaan Barang/Jasa yang
dikecualikan



(® Secara umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang
Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah




Pengadaan Barang/Jasa
yang Dikecualikan

!_L =

e

PBJ Pada PB| Yang Dilaksanakan PB| Yang Dilaksanakan PB| Yang Diatur Dengan
Badan Layanan Umum/ Berdasarkan Tarif Yang Sesuai Dengan Praktik Ketentuan Peraturan
Badan Layanan Umum Dipublikasikan Bisnis Yang Sudah Mapan Perundang-undangan

Daerah Secara Luas Kepada Lainnya

Masyarakat



ey

M persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan
ah/ i telah menetapkan standar

a satuan barang/jasa tersebut atau harga
i 'secara resmi

e 1 transaksl dan usahanya telah berlaku secara

Kriteria Praktik
Bisnis Mapan

jasa lebih besar daripada
dan/atau memiliki

Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan
jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasararss

dan/atau kode etik telah ditetapkan oleh perkurnpulant
profesinya

Barang/Jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau
industri kreatif



Mekanisme Nonkompetisi
Pada Praktik Bisnis Mapan

PerLKPP 12/2018 PerLKPP 5/2021
Pemilihan Penyedia dilaksanakan
melalui kampetisi, nonkompetisi, atau
mengikuti lelang.

1 Penyedia dapat dilaksanakan melalui
si, mengikuti lelang, atau metode
gﬁa&ﬂm seperti pembelian/sewa/
nan/ mganmm:ara lainnya.






PENGADAAN
BARANG/JASA BAB XIi

RAPAT SOSIALISASI PERGUB 45 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 65 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Surabaya, 16 September 2021




6 Tahun 2018 -12 Tahun

asal 69 — Penyelenggaraan PBJ dilakukan
Secara Elektronik menggunakan Sistem Informasi
yang terdiri dari SPSE dan Sistem Pendukung

PerLKPP 9 Tahun 2018

@ Pasal 3 — Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia
dilakukan melalui aplikasi SPSE dan Sistem
Pendukung




& ‘ @ Pokok Pokok Perubahan



PA dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan
kewenangan

Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam




KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

KPA yang menggunakan belanja dari APBD, dapat
merangkap sebagai PPKom




3) PPKom dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

b)

mm Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa

Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli




‘ ‘ @ Prioritas PPKom dilakukan dengan urutan
sebagai berikut:

a) PA/KPA merangkap sebagai
PPKom

M b) PA menetapkan personel
sebagai PPKom

c) PA/KPA menunjuk PPTK untuk

melaksanakan tugas PPKom




@® 7) PPTKyang melaksanakan tugas PPKom wajib
memenuhi persyaratan kompetensi PPKom.

@ 13) Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenunhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 9),
maka PPKom dapat dirangkap oleh PA/KPA.
(DIHAPUS)

@® 16) PPKom menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA
dan dituangkan dalam berita acara.




ejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

aling lambat 31 Desember 2020. Dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud

masih terdapat kekurangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka Perangkat

Daerah dapat :

@ a)  menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikat kompetensi di
Bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan; dan
b)  Dalam hal setelah dilakukan penugasan sebagaimana dimaksud huruf a)
masih terdapat kekurangan Aparatur Sipil Negara untuk ditugaskan sebagai
Pejabat Pengadaan, maka menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki
Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di Bidang Pengadaan Barang/Jasa sampali
dengan 31 Desember 2023.




@® PjPHP / PPHP dihapus

@® Sebelumnya telah terdapat Surat Sekretaris Daerah
Nomor 027/13542/022.1/2021 tanggal 24 Juni 2021
perihal Penghapusan PjJPHP/PPHP

® Sejak 02 Juni 2021 berikut penghentian pemberian
honorarium




ahli atau tenaga ahli dan /atau tim pendukung

Tim Teknis ditetapkan oleh PA yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah untuk
membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap
sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa tidak lagi harus diketuai
oleh PPTK




Barang/Jasa

pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan Pengadaan

penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan dan

asi, waktu Pemanfaatan Barang/Jasa, dan anggaran Pengadaan

rang/Jasa.

3. Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa :

@ d.  PPKom mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Perencanaan
Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan Perangkat Daerah
yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKA PD).

@ f.  Pada Anggaran belanja APBD, PPKom vang dirangkap oleh KPA dapat
menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun
Perencanaan Pengadaan.

@ g.  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada huruf f. dalam menyusun Perencanaan Pengadaan harus
memenuhi persyaratan kompetensi PPKom.




encanaan Pengadaan yang menggunakan APBD, dapat
n dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan

Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal
tahun, Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

@ 6.  Penyusunan Perencanaan Pengadaan akibat dari perubahan strategi
pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran dilakukan pada Tahun
Anggaran berjalan.

Pada Swakelola Tipe II, lll dan IV dilakukan dengan menandatangani nota
kesepahaman antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dengan pelaksana
Swakelola lainnya (DIHAPUS)

@ Hanya pada swakelola tipe Il pada tahap persiapan
13. Batas waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk
pengadaan tahun berikutnya pada SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal 31
Maret pada tahun anggaran tersebut.




gadaan Barang/Jasa
n Swakelola

lapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan

ran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, reviu

dan penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta reviu dan
penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

d.  Pada Swakelola Tipe Il dilakukan dengan menandatangani nota

kesepahaman antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dengan pelaksana

Swakelola lainnya.

@ e.  Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf d., untuk Swakelola
Tipe Il dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

@ 1) PA/KPA penanggung jawab anggaran menyampaikan permohonan kepada
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain untuk bekerjasama menyediakan
barang/jasa yang dibutuhkan pada tahun anggaran berikutnya di tahun anggaran
berjalan; dan

@ 2)  penandatanganan Nota Kesepahaman pelaksanaan Swakelola.




aan Barang/Jasa
engadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

engadaan Barang/Jasa menggunakan metode Pembelian
aring

ngadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Pembelian melalui Toko

ring terdiri atas :

a) Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) per transaksi, tanpa maksud menghindari Tender/Seleksi; dan/atau

@ b) Tambahan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang belum dapat diselenggarakan sepenuhnya melalui
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan Gubernur.
Rencana Perubahan setelah ditetapkannya Keputusan Deputi Bidang Monev dan
Pengembangan Sistem Informasi LKPP

@ Ditambahkan Metode e purchasing dalam toko daring (Pedum TA 2022)

@ Negosiasi Harga : diatas Rp50.000.000 s.d. Rp200.000.000 (Pedum TA 2022)




dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi
patan pada Penyedia Usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayah Provinsi
n pembelian barang/jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai
erangkat Daerah, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang
esatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;

Pembelian melalui Toko Daring, dicadangkan dan peruntukannya bagi Penyedia Usaha Mikro
Kecil (UMK), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat
dipenuhi oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK);

@ Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui Toko Daring disesuaikan dengan kemampuan
kurasi E-marketplace, sepanjang tidak ditayangkan pada katalog elektronik dengan kriteria :
@ a) Standar atau dapat distandarkan;
@ b) Memiliki sifat risiko rendah; dan
@ C) Harga sudah terbentuk di pasar.




ebagaimana dimaksud pada angka &) tidak ditayangkan pada katalog
m hal :

spesifikasi yang sama;

penjual/penyedia yang sama;

wilayah jual sama; dan
@ d) syarat dan ketentuan yang sama.

@ 6) Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Toko Daring dapat
dilaksanakan dengan metode:

@ a) Pembelian Langsung;

@ b) Negosiasi Harga;

@ C) Permintaan Penawaran; dan/atau

@ d) Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).



emeriksaan Hasil Pekerjaan

(® Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu
oleh tim teknis.

(® Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi dalam Kontrak (bukti pembelian/pembayaran,
kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian dan/atau Surat
Pesanan (E purchasing).




Hasil Pekerjaan (untuk pekerjaan swakelola)

a)  Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPKom melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

@ b)  Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada
PPKom setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara

Hasil Pemeriksaan; dan

@ c)  PPKom menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.




ada Serah Terima Hasil Pekerjaan

Inta Verifikator Keuangan untuk melakukan pemeriksaan
ratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang dilakukan serah terima.

Verifikator Keuangan melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan
barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPKom,
dokumen perencanaan pengadaan, Rencana Umum Pengadaan (RUP), dokumen
persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan
perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

@ Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan,
Verifikator Keuangan melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan
Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen
administratif.




Kontrak

(® Khusus untuk pekerjaan Konstruksi, PPKom mengundang pemenang
melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sebelum
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) setelah
berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPKom (DIHAPUS)




1 @ Pengadaan Barang/Jasa yang
dikecualikan



(® Secara umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang
Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah




Barang/Jasa pada BLUD
adaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang
dipublikasikan secara luas
(® praktik bisnis yang sudah mapan
a. pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku umum
b. jumlah permintaannya lebih besar daripada jumlah penawaran
(excess demand) dan/atau mekanisme pasar tersendiri
C. Jasa profesi tertentu
d. Barang/Jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau
industri kreatif
(® Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan perundang-
undangan lainnya
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